EBAR I1I

TINJAUAN UMUM TENTANG FAJAK

A. Fengertian, Dasar Hukum dan Fungsi FPajak

a. Fengertian Pajak

Tiap negara memerlukan uwang. kekavaan, pernghasi

lan  guna membiayai pengelusran—pengelusran

¥ang

beraneka ragam seperti 3 membavar peEgawsi, membuat dan

memperbaiki Jjalan = jalan, memiayal angkatan

bersenjata, membuat dan memelihara saluran

irigasi untuk pertamnian, mendirikan gedung-—

sekolabh dan lain-lasin.

edung

Fajak merupakan salah satuw sumber penghasilan

negat-a vang penting.

Fajak izlah iuwran rakvat kepadas kas negara

diwajibkan berdasarkan undang-undang tanpa mendapat

balas jas SECaImR langsung. Faiak merupakan

b

peraliban dari sektor swasts ke sabktor pEmer i

Kewajiban membavar pajak adalah dapat

{Fringgeodigdo, Hesan Shadily ., 1973 3 774

vang termutang olebh vang waiibh  membavarnys

peraturan—-peraturan, dengan taid

kembali vang langsunog dapat gdituniuk
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untuk membiaval peqeluaraﬂ~penqeluaran umum  berbubung
an dengan tugas urituk menvelengaarakan pemerintahan.
{Santosc Arotodihardio. 1995 2 2}

Menurut Frof. Dr. Bochmat  Sumitro. oH,. dalam
pukunvya Pajak Jdan Pembangunar, pajak ialah peralihban
kekavaan dari pihak rakyat Lepada kas negara urituk

membiavai pengeluaran Futin dan  surplusnya gdigunakan

i

urntuk publik savin

iy

vang merupakan sumber wtam

3

iy

1w

pembiayaan publik invesment (kes hteraan wmm .
{Dre. S. Munawir, 1992 @ 3}

Fengertian lain tentang pajak adalah perikatan

.

vang timbul karené undang-undang yana mewadibkan
sesecrang yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam
undang-undang. untuk membayar suatu  jumlah tertentu
kepada negara  yang dapat dipaksakan, derngan tiada

mendapat imbalan yang cgcara langsunag dapat ditunjuk

vang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran—penge

juaran negara. (Drs. amin Widiaias Tunggal. 199% =

Definisi paiak menurut M.H. Hunter seorand ahli

ehonomi publik ialah NA ax ... 85 a compulFory coantry
rution, erzacted the gxszpenditure at which ix
presumehbly Tar the comman Fo0d with out regard ta
penefits to =pecial individuals"  artinya : Pajar
zebagal suaty beterpaksaan Yang

jumlah vang dimelanjakan yang kemung il bl
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Lehiasaan dengan memperhatikan manfast persecrangan

semcara istimewa. pDari definisi tersebut diatas. ada

dua hal penting yang dapat disimpulban, vaituw @

1. Fajak merumaﬁan pungutan paksaan yang merupakan hak
istimewa dari pemerintah dan

2, FPengeluaran pemerintah  vang dibiavai dari paiak
tercebut  tidak dapat ditunjukkan azal sumber

danany&.

suatu provek perasal dari paj

ataw dari jen
Soebroto,
Dari

kesimpulan bahwa

Jadi tidak

1794

1.
pernyataan diatas mak

diketahui apakah pembangunan

ak

iz pajak lainnya {Dyr .Guritno Manghkoe

147-144) .

dapat diambil

il

paiak merupakan suatu pungutan yang

mersifat memaksa dimana =1 pembay ar paiak tidak
merasakan secara langsung marnfaat dari psmbayaran vang
dilakukan.

Melihat dari beberapa pengertian tentang paiak

diatas, mahka perntlis dapat meny Linpullkan pengertian
pajak secara wmum adalabh suxtu pungutan yang dilakukan
olen pemerintah terhadap warga n@gara dan wWargs negaira
HEing yang memasuk i dan merdomisili o di Indonssia dalam
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b. Dasar Hukum Fajak
getiap bentuk pajak ataupun pungutan v &ng
gdiambil oleh pemerintah harus diatur dengan

undang-undang . &gar Letentuan tersebut mempunyal dasar

i8]

rukum vang kuat dan mantap dan didalam pembuatannys
Rarus dilakukan zecermat munghkin dan perlua mati—-hati.
Di negars Fepublik Indonesia, dimana sxlah satu
sumber penerimaan negaranya adalah pajak. Yang diambil
dari masyvarakatnysa sebagai subyek dari pungutan
tersebut. Sebagail dasar hukum secara Lonstitusionalnya
dari sistem pemungutan padak yang ada di Indonesia

ini adalah terdapat pada Undang-undang Dasar Tahun

|

194

n
-

pazal 23 ayat & yang herbuny i bahwa "Cegala pajak
untuk kepentingan Negara herdasarkan Undang-undang."

Dari bunvi Undang-undang Dasar tabun 1945 pasal

2% avat 2 diatas, maka dapat diambil zuatu pengertian

ihi

habwa segals pungutan termasul pajak harus herdazarkan
Undang-undang, karena paliak disini ad=alah merupakan
kekayaan rakyat yang diserahkan kepada negara urituk

membiayal pengeluaran pagara  Lanpa ada iasa timbal

vang langsundg gitunjuk.

Selain Undang-undang Dasar tahun 1745 itu,
harngsa }ndanesia juga mempunyal dazar falsafah vailtu
Facasilx. Gleh karens itu Fancasila
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Indonesia, maka ceocara otomatis cemua  hukum  ¥ang
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merlaku harus herdasarkan Fancasila. termasuk ma

i

pajak irni. Hal ini terbukti bahwa antara pajak cdan

Fancazila ada hubungan antara keduanya, hal ini

rorbukti pads

1. Hubungan sila pertams dengan pajak. Rahwa pajak
vang dipungut aleh negara merupskan ciptaarn manu
=ia, tidak hertentangan dengan LeTuhanan., karena
dalam al-0ur’ an atauw kitab suci, Tuhan juga
memerintahkan manusia untuk membayar zakat urntuk
digunnakan bagi kepentingan orang-orang yang miskin
atauw  untuk kepeﬁfingan masyarakat umam tanps
mendapatkan imbalan secara langsung.

2. Sila hedua, Kemanusiaan Yand adil dan beradab,

tersirat dari segi vuridis pajak. Keadilarn vang

merupakan salah zatu segi yuridis dari pajak-pajak
tercermin dalam prinsip non diskriminasi, prinsip

dava pikul artinva bahwa orang dalam keadaan  Yang

sama harus dikenakan pajak yang Sama, dann  tidak

dimenarkan mengadab parlakuan v & herlalinar
terhadapny &.

T, Sila ketigs. Fersatuan majEk merupskan
Eﬁmb:r Leuangan negara Yang wtama wuntyk memperta
brarm b & mearsatuan MEQ&RTE
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merunakan JiwWa urtuk melangsungk an dan kesinambung

an hidup bangsa.

=ila ke empat. Kerakvatan yang dipimplm cleh hikmat

dalam permuayawaratan perwakilarn, hal

dalam pasal 22 ayvat Z (RN

tabun 194% vang menvebuthan semul pajak—paiak urituk

digunakan hkas rEQarEa berdasarkan Undang—-undang

i pahwa rakyat ihkut

terakyatan mengandung arti

menentukan adanya punigutan yang disebut paiak.

Hal tersebut sebagaimana ¥

pasal 23 avat 1 uuD  194%  vyang Lerisi sebagsil

berikut, "Anggaran pendapatan

ditetaphkan tiap-tiap tabun dengan undang-undang.

fpabils Dewan Ferwakilan

anQaRraEn ) .

pemerintah menjalankan
=% mvat 1 terssbut maka diambil

Dari bunvi pasal d5 aya

suatu  peEngertian

menentukan pajah«ﬁaja¥ terset E:
secara langsuinga melaintan  melalul wakil—-wakilnysa
dalam DFR vyang lipimpin langsung dan

DR
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Lat vang tidak membavar pajak. disinils
pemerataan dalam pajak. {Dre. Amin Widijaja Tunggals
1995 3 11}.
Dari urailan diztas mak&a dapat diambil suatu
resimpulan bahwa pemungutan pajak vang ada di

Indonesia inid sah karens memounyal dasar hubkum  Yang

sesual dengan Rukum masyarakat. vaitu Undang—undang
Dasar tahun 1945 sebagal dasar Hukum  darn Fancasila

sebagal falsaftah bagi hangsa Indonesiia.
Dalam ajaran Islam. juga diatur mengenai hal irmi.

vang menganjurkan agay harta  va&4 dimiliki sessedrand

itu untuk tetap mengedarkan SE8CAra terus  mEnerus
diantara semus anggo cta masvarakat dan idak

diperbolehkan menjadi  monopoll bagi orang kavya - R

,'\

@Jt@@ﬂﬂj@dﬂyswuﬁ,&dwh
A= U;JLQ;—‘AJVJM‘UJMJU@,

45z Spilapoyd s J J-w,-"réﬁUL- VQ—-«;LJ.J«YI
i\ ';-J)'uh_siuw PROTPRI{NY “ezils
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maka adalab urntuk Allah. urntuk rosul . Lawm herabat.
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang—-orang

dalam perjialanan, SUpay & harta ituw  Jangan hany a

heredar diantara orang= orang kava zaja diantara L amul .
Apa vang diberikan rosul kepadamia maka terimalab dida
dan apa vad dilarang bagimu maka tinggalkanlah dan
rertaguwalah Lepada Allzahb. Cesunaouby & &llah  sangat
Leras hukumanbya. {(Depag. RI. 1987 : F1l6).

Dari wraian ters rut dapat diambil suatu penger
tian bahwa dalam Lesejahteraan individu rerletak
Leseiehteraan masvarakat dan dalam kesesjashteraan

masvarakat terletak keseiahteraan individu. resejahte
raan masyarakat dan individu hersama—-sama menghendak i
supaya keduanya seimbang, SUpays amtara nafsu  hanya

memikirkan Lepentingan bersams.

Untuk mewajudkan apa yang menjadi tujuan dari
ajaran Islam maupun negara yaitu agar tercipta
reseizshteraan ummat manusia Semuanya zecara &dil  dan
merata, maka Lita hendaknysa menyadari bahwa Lita
diciptakan oleh Allah  ini  sebagsil hambany & darn

memberikan apa yang ada di bumi sebagai pemilik

sementara dan terbatas {relatis). sedangkan zebhagal
pemilik mutlaknya tetap Allah, sehagalmana Firman
Allah pada s ,-d’ al-Maidah avat 18

NN ozl s s i,



Wtywz J’V‘JQLQthJ J;Gi‘;.»qix 43
Lo U avadl 4y

"Orang-orang yahudi dan Mashroni mengatakan "gami  ind

adalah anak—anak Aallah dan kek sih—ke&asih—mya".
Katakanlah vaka mengaps allah menyiksa Lamu karena
dosa-dosamu?" { kamu bukanlah anak—anak &llah dan

kekasih—hekaaihNya),tetapi Lamu adalah marnusia {biasa)
diantara orang—arang v ang diciptakan—Mya dan menyik
=x siapa Yang dikehendaki-MNya. Dan hanyalah milik
allah kerajaan seluruh langit dan bumi serta apa v aEng
ada diantara Leduanya. Dan Allah~-1lah tempat Lemball

{segala sesuatu) . (Depag. RI, 1989 = 151).
Dengan adanya perhatian v ENG serius dari Sgamsa

Y. hal tersebut

o

Izlam terhadap masalah =zakat {mad
terbukti degan adanya tekanan vang sans pada zakat

dan sholat dan hal ini menandakan Lemajyan vYand

e

sehbenarnya dalam masyarakat I=lam.

Dalam hal ini Dr. R.F. Marret dengan tepat mengs
takan bahwa "Wemajuan yang sebenarny & adalah kemajuan
dalam kedermaanan sedanghkan Lemajuan lainnya adalah
romor dua’ . Selain ity menurut  Aldous Huxley dengan
nada yang sSama menuliskan. npemikianlah dunia tempat
Lita ini,. suatu dunis yandg dinilai dari satu—satunva
tolok uwhur Lemajuan Yang dapat diterima, nyata berada
dalam kemunduirsn. Kemajuan rehnologli  meEmand cepat,
tapi tanpa Lemajuan dalam amal kedermawanan Lemajuan
tehnologl teresebut tidak berguns. pahkan lebiih buruk
dari pada tidak bDerguna. Kamaiuan tehnologi  hanya
memberikan sarana yang 1ehin efesien untuk  menarik
Lembali kata-hata Lita." Oleh karena itu  pentingnya
arti zakat tiidak dirzgukan laoi. {Muhammad Abdul

Mannan, 1773 3 2ET7Y .

Nari uraian distas ielas sekall Fabwa DEranan

sakat. maupun pajak bagi sangat penting
;

zmkali dan Jugs hagl  nEQars Larmns  OSTOan somak in



menun jukhkan vemajuan dalam NEgars torsebut.
c. Fungsi Pajak
Fajak—-pajak sehagal S&Fans wtams digsamping

mimvak dan yang lainnya untuk mencapail tujuan nEgars
tidak cemata—mats mempury a1 fungsli  yang tudoeteyrs
valtu memasukkan sebanyvak—-banyaknya dalam kas negara
urntuk kemudian mendapatkan publik saving. akan tetapl
juga maempunyai fungsi  yang mengatur, vaitu asebagai
zlat untuk memberikan insentif kepadsa private saving

supaya tabungan ity man memasuki private inveszment

i

v ang dipricrits Lan rEegara dalam pembangunan .
{Drs. Amin Widjajis Tunggal, 19%% @ 19).
Digamping itu furgsi pajak Lhususnya untuk

negara berkaembang sepsrti Indanesia ini adalah sebagal
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pemasukan dari sektor 1ainnva vyang dapat digunakan
sebagai penuniang mewujudkan tujuan nasional. vaitu
dari BUMN, eN Devisa. harta rampasan dan lainnya.

Untuk pembiayaan pembangunan eebagian besar dari
tabungan pemerintah, yakni penarimaan dalam negeri
dikurangil pengaluran rutin. Tabungan pemerintah ini
dari tahun ke tahun perlu ditingkatkan sasuai kebutuhan
pambiayaan pembangunan vang gemakin meningkat dan ini
terutama dari sektor pajak.

Fajak marupakan alat untuk mendorong investasi.

Menciptakan iklim investasi yand lebih baik
dengan membearikan intensif perpajakan =sdemikian UPa.
sehingg2 dapat mendorong peningkatkan investasi.
(Muhammad sede., Djamaluddin Gad=2., 1993: 10) .

Jadi dengan pelayanan dan sistem perpajahan vand
diatur sedemikian rupa it dapat menciptakan iklim
investasi vyand lebih baik, sahingga dapat mendorongd
peninqkatan investasi dalam kas Negard. Misalnva adanvya
peraturan—peraturan yang mendorong di  pasar modal
dengan meningkatnya investasi modal asing. maka s=2cara
alan mempangarunl pendapatan nagara meniadl

ntomati

0]
it

maningkat nrula,



. Pajak merupakan alat redistribusl
Fengenaan paiak dengan tarif progresif gdimak
zudkan untuk mengenak an paiak yand lehibh  mamptl.
Dana yang dipindahkan dari sektor cwasta ke sektor
pemerintah digunakan pertama. untuk membiayai
proyeh*prayek v &ng teruwtams dinikmati oleh masy air&
Lat vyang berﬁenghasilan rendah zepartl. proyek
pembangunan waduk—waduk , saluran irigasi. 3D Inpres
Fuskesmas dan lain sebagainya&. Faranan pajak
csebaga i alat redistribusi ini sangat penting urtuk
mernegakkan keadilan ‘sasial dan hal it sejalan
dengan trilogi pemb;hqunan Lita. (B. Wiwoho, Ueman
Yatim, Enny A. Herndarao, 1991 : 44
4, Selain dari tersebut diatas menurut presiden

SQoeharto. menterli Keasungan Frof. Jd.E. Sumarlin dan
Dirjen Mar’ ie, tLetika itu menegaskan bahwa pajah
merijadi satu—satunya alternatif penting untuk mengu
rangi pinjaman luar negeri. {Editor, MNa. 5.
1989 3 10).

Semua pengeluaran~ﬁengelmaran itu  baik vang

bersifat rutin maudpun pengeluaran pEmbarglinan tidak

lain adalah dalam rangks melaksanakan fungsi untuk

mencapal tuwiuvan rasiconal sepsrtid dalam pembukasn LD

4% adalah melindungl

S R —
Inmdonezia Ciam

i

=lurubh tumpah darah Indaons
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Leseiahteraan LMUm. mencerdashan kehidupan =t
ikut melakesanakan Letertiban dunia yang herdasarkan
perdamaian abzdi dan Leadilan sosial. singkatnya urtuk
merncapal cita—cita bangsa Indonesia vaitu maszvarakat

adil dan makmuyr Yang merata materiil dan spirituil

berdasarkan Fancasila.

E. EBeberapa Permasalahan Dalam Sistem Ferpajakan Masional

a. FPembagian Jenis FPajak
Fajak-pajiak yang ada adalah merupakan sumber
pendapatan regara, dimana jenis—jenisnyapun sendiri
ada bermacam—maCam. Dik;renakan pajak—pajak terssbut
digunakan untuk kesejahteraan celuruh rakyat, maka
didalam pemungutanny & dan pengunasnnya mencapail

target, maka pajak dapat digelangkan berdasarka

cortama, dapat didasarkan padsa sifatnva yang men

ot
an

cakup didalamnya adalah pajak pribadi (perorangan
adalah pajak yang dipungut derngan memperhatikan
Leadaan diri zzrta keluarga waijib pajak.besar Lecilnva
pajak yang dipungut akan disssuaikan davya mikul wajib

pajak . Jenis pajak lain yang didasarkan pada zifat ini
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cirinyas. Dalam hal ini ada dus MACAM . valiiu pajak
langsung 3 vaitu pajak vang bebannysa harus dipikul
wajibh pajak dan tidak dapat dilimpahkan pepada OFang
1ain. Misalnya paiak penghasilan {FFHY vang dikenakan
corara berkalad dan perulang-ulang dalam janghka waktu
tertentu, yang disebut tahun pajak cedangkan dasar
pengenaany & adalah pengha;ilan.

Selain pajak langsug ada  juga pajak tidak

in]

langsung vaitu pajak yang mehanny & dapat gdilimpahkan

atau digesesrkan Lepada orand lain, misalnysa pajak

1

pertambahan nilai barang dan jasa (PPN dimana Yag

menjadi tujuan ataw Sasaran adalah pihak Letiga

m

(konsumen). Sedanghkan pihak Ledus yaitu produsen dan
pengguna jasa sehagai wajib paiak berfungsi sebagail
pemungut padiak tidak langsung untuk Lepentingan
figkus. Dengan demikian maka rrodusen  dan pengusaha
jasa sebagail wmajibh paiaka dapat mengalihkan heban
pajak tersebut kepada pembelil akhir (konsumarn) . Fihak

Lomsumen tidak lagi dapat menqgesset
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tepada orang lain. (Muhammad Geda, Djamaluddin Gede.
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ecara materil setelah waliib pajak menerima SEFnYa.

i

gedangkan pajak tak langsung adalah kalau pungutannya&
tidak dipericdik dan tidak berkohir.
Hambatan Femungutan Fajak

Secsual dengan cistem self aszessment vang Lita

Ll

anut sehkarand. bahwa setiiap akhir tahun waiib pajak
diwajibkan menyiaphan dar mengisi SPpT tahunan dengan
benar ., lenghkaps jelas dan ditanda tangani, kemudian
dicsampaikan ke Kantor Felayan Fajak dimana waiib pajak
herdomisilis sebagaimana yang diatur dalam undang—
undang. Oleh karena SFT tahunan itu  mempunyai fungsi

sabagal Sarana bagi wajib paiak untuk  menstapkan

in
3]

cerndiri besarnysa paiak terutang dengan jmlan melapor
kan dan mempertanggund jawabkan perhitungan jumlab
pajak yang cehenarny & rerutang dan melaporkan tentang
pemenuhan pembay airan pajak vyang toelah dilaksanakan
cendiri serta melaporkan ~embay &iran vEng telah
dipotong-

Terlepas hkesadaran Lewargaan dan snlidaritas

rasional. lepas  pula dari pengertianny & tetang
kLewaldibannya terhadap neEgarss pada  sebagian hesar
diantara rakyat tidak aban pernah merssapl
kewadibannya memnbay sy paiak sodemiban TURS. zehinggs
memnernuhi tanpa menggerutu. Karens tidalk ssmus  orand
taat madak . un tud




menahindar. hizsanys bannyak yana akan melakubkanny&s

1

cums caranya yand haerbeds, ada Yand senaal d ‘melanggay
sturan main, ada pula  yang menyizzatl lophole dari
peraturan it. kKesemuanysa it dalam ranghka usaha

perlawanan terhadap paiak vang men jadi hambatan dalam

pemungutan pajak.
Hambatan~hambatan vang terdapat pada praktek
kebanyakan adalah dalam berntuk seperti 3
. Perlawanan PaziT
Fearlawanan pasif ini terdir i dari hambatan—
hambatan yang mempairsukar pemungutan pajak vangerat

Rrubunganny & dengan struktur ekonomil . perkenbangan

intelektual dan moral pendudub sairta sistem
pemunqutanpajak itu sendiri. Dalam perlawanan

pasif ini ridak ada usaha sgCarsa nyata dari masya
rakat untuk menghambat pemungutan pajak, namun
barena kondisi masyarakat yang jarang atau kRahkan
tidak tabu seluk beluk paiak maka mereka tidak
membavar pajak. {Dre. 5. Muriawir, 1972 @ 7

Selain itu bentuk dari‘ perlawana pasif itu
adalah desngan adanva dava heli vang amat rendah.

Rany &k pengusaha becil dan mernengah  di dasran VAT

mak in muandar . mereka bebanyakan frustasi dan manyak

ecar makin DEEar. {Editar, Mo H, 1987 2.



Dari ursian diatas maka dapat diambil suaiu

pesimpulan bahwa perlawanan pasif tereebut  adalal

meliputi usaha v ang tidak s@oara 1angsund
ditujukan terhadap fishus, akan tetapl hambatan—

hambatan ituw datangnys bima darid waiibh paljak itu
sendiri dikarenakan purangnya intelektual tersebut,

Lan tetapi  tida b menutup remungkinan hambatan—

l]l

hambatan tersebur hisa berasal dari sistem

l]l

pemuingutan paijak itu cerndiri. karensa dengan ba agai
manapun pembayaran pajak yang dilakukan oleh waiib
pajak kepada NEegara. mereha mengaharapkan adanya

pelayanan Yang baik dari negara sehingga akan

memberikan  kepuasan thagi waiibh pajak dalam
rubungannya dengan pemerintah. Kepuasan ini akan
mempengaruhl Lemauan bagl waiib pajak untbuk

membavar pajak.
Sedangkan upaya yang dapat digunakan urituk
mEJggairahkan wajibh pajak untuk memenuhi Lewaiiban

perpaliakanny & adalah sebagal heribkut 3

1. Femberian informasi tentang paiak, informasi 1nl
adzalah mencakup tentang hal - hal  vang ®O0S
hubunganny s dengan Lewajiban membay ar pajak dan
CRra peErnglslan oET {(Gurat Cembher L Eanuan Fajak).
dizamplng jugs membar i pEnerangan Lopada
mazyarakat tentang man Tingny & e joat bEmgl
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pemerintah dan warga maayarakat.

=, Penvederhanaan sistem perpaiakan. Rzl ini melipu

+i kemudahan didalam mendapatkan palayanan

pembay aran paiak, zseperti hemudahan mendapatkan
SPET dan menyetorkan kemﬁali,kamudahan dalam memsa
hami peraturan dan pengisian formualir tersebut
sangat menentukan kegairahan membayar pajak. Dan

lain—lain vang berkaitan dengan palayaan pembaya

ar

ran paia

Farlakuan yang adil hepada Wajibh Faisk. perasa&an

tidak adil dapat rerjadi dalam hal pembayaran
pajak. Bentuk petidakadilan ini ada dus ienis.
Fartama, tetidakadilan horisontal, valiltu
nEr asas tidak adil dikarenakan spsenrang
membayar pajak lekih tinggi jika dibandinghkan
dergar aranglsin yang jumlah kekaysannya relatif
sama dengan kekayaanny&. vedua, ketidak adilan
vertikal. pajak dalam proporst 20 relatif
lehih besar jiks dibandingkan dengan orang lain
carn jumlah hekaysannya lebih b .  Perasaan
ridalk adil tzrsshbut s dihindari oleh
petugas pajak « Earend Bila tidak maka
akan membuat orang maniadi antipati terhasdap
4. pelay oleh 2
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ng diberikan oleh pemerintan itu
=elain dalam penntuk-bentuk diatas,juaa pelaya
nan dalam artian v ang lehiti  luazs. maksudnya

ialah insentif bagi pembayar pajak. Insentif ini

harus diberikan pemerntah sehagsi imbalan

0

terhadap rakyat vang telah membayar pajak.

Perlawanan Akti¥ Terhadap Pajak

Yang dimak=szud dengan perlawanan aktif
terhadap pajak dalam ranghks usaha pemungutan pajal
pada para waijib pajak adalah meliputi semusa usaha
dan perbuatan yang seCara langsung ditujukan

terhadap fiskus dan  bertujusn artuk  menghindari
pajak. Dalam perlawanan aktif ini nyata-nyatsa ada
usaha dari wajib pajak untuk tidak membayar oajak.

{Dre. furiawir, 1772 : 7Y.

Me

i

i

ikat dari uraian diztas maka dapat diambil

i

Lesimpulan bahwa para wajib pajak  itu memang
mEmpuny &1 niat untuk menaghindar dari kewajibannya
uritulk membayar
patuh Lepada Letentuan yand r=lah ditentuban aleh

@rgua . Hal ini berte
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Hpzi orang-orand v ang har Lman ztilah  Allah dan
Rrosul-Nya dan Ulil amri diantars Lamu.” (Depad. .
1939 @ 128)

Mamun vy ang parlu Lita ingat tagi bahwa urituk
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meningkatkan Lesadayran M

tod

tergantung dari sistem vand dimerlakukan. Sa
catu syarat cistem pajak vang Rpaik adalah memanuhil
Lriteris beadilan {(fairness) . vriteria ind dapat
dibagl menjadi dua jenlis. vaitu keadilan tegak

{vertical justice) dan veadilan datar {hmri:amntal

justicel.s itu tidak dipesnuhi, maka sukar diharapkan
hahwa masyarakat akan rersedia membayar pajak
dengan patub. (D . Curitno Hangkaezaﬁhrota,

Sedang dalam Leadilan datar meEmpuny al prinsip
zeorang dengan bondisi ekoanomi (pendapatan} v &rig

sama harus membay &1 paiak dalam Jjumlah vand SEMa

pula. Di Indonsesila; cistem paiak b lum memernahi
azas tersebut. vamg menjadl pEnvyehat adalan  masih
ditemuinya bBa nyak orang yand heterja sendiri {zelf

1oyved) serta mekeris LaNpa MENG
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dxlam sistem pevy pajakan. wvaltu
1. FPenghindaran diri dari pajak.

Rentuk penghindaran semaCan

pajak dengan mudah dapat Ainindari

melakukan perbuatan Yang memberi
dikenakan pajak,

tidak dilakukan

a

laan
ind
deng

i
L)

e

pembay & an

]

Iy

seperti dengan jalan menghindarkan dengan

melabkukan penahanan diri  atau

deEngan sureg

it}

Y &MQ dimaksud dengan surogat adalah

itu mengurangi atau menekan Lonsumsiny

harang-barang Yand diksnakan

bl
-
0
poal
A

cukat atas

‘J.I

ialan melinting cendiri staw roko
Melihat dari
dikatakan

mEnanoQung

Lewald ibannya ataud heban meng
legal.

., (Drs. cmin Widiaia

k.

lebih

padak ami

b

1o

dihindari

&

x¥ulul

meniadakan

dengan

=4

fea,

hal-hal yvang dapxt dikenai paisk

jalan

2.'Menggelakkan pajak atau meny & lundupkan pajak .




meny e lunduphkan pajak. Maksudnya adzlah  suatu

peyvbuatan simulasi {Ferbuatan berpura—pural s

1]

keadsa

0

n vang sebenarnya disembunyikan dengan

misalnya srngajukan suatu perny
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rernar atau memherikan gdats
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hernar (keterangin palsu dalam dokumen). (K.
Santosd Erotodihardio oH, 1984 @ 1&y.
Fengelakan semacam ini benar — benar

merupakan pelangQsran Undang—undang denganmahsud

i+

melepaskan diri dari paiak. atau

n

etidak—-tidak

YA mengurangl besarnya dasar pengenasan pajak.

i

LX) .
edanghkan usaha-usaha WAang dilakukan oleh

i

masyarakat csehagai pembayar padak untuk  menghin

dari diri dari Lewaiiban pajak z=lain dengan W

i

myﬁmhunyihaﬂ ek ay aan atau nenghaszila

I
P =

i
e
g
1}

dengan

i
i

jalan memberikan data—data vang ridalk benar
atauw kelterangan palsu  dalam dokumenny & valtu

deEngan  CARFR ridal melaporkan pedapatan  yang

zucdah ey} aniuy merasa Rabiwa SSEmuR




masyarakat gmerika merusaha vtk menyelun
chupkan pajak dengan marhagal CH7E. apntara  laan

dengan modus—modus mmr it f

1. Membuat dus jenis pambuk LEn atas
hienis vand dilakubkan.

2, Melakukan pekerjaan sampingan dengan mENEri1ma
upah dalam hentuk turnal g dimand urtuk
pener tmaan turnai tersebut tidak adsx kwitansli
pener LImaanny a.

%, Melakukan marter barang.

4., Tidak melapor pener Lmaan atau penghasilan

o

v ang berasal dari tips oleh pekeris restor

a

npotal dan sephagainy .

i

Membpeli barang cocara tunal.
Perlawanan pajak yang berups mengelakkan
pajak ataw meryelundupkan paijak itu adalah jelas

merupakan pelanggaran rerhadap Urndang—undang

hany &k . e an diberlakbukannya zistem zelf

Pk
R LG e
P e, g ey b
~E A b
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wilavah Waiib Faiak

atau herhedudukan“. Oleh karens SPT dalam hal

angat herperan sekall dalam hal

ini

i1

melaksanakan Lewailibannya. Oleh karena itu perlu
adanya tindakan yand teqas ataw  adanya zanksl
v ang herat terhadap para pelakunva. karens
derngan adanya perlawanan terhadap pajak akan
membawa dampak torhadap sistem perekonomian v ang
& . akibat-akibat vand ditimbulkan dengan
adanya pengelakan terhadap pajak rtereshut antara
lzim @

Fertams. dzlam bidang kewangan pengelakarn

0

Lerugian yang

7 e

pajak berarti menimbulkan adany

penting hagli negars. vang dapat menyebabkan

ketidak seimbangan SNQgaran NEegara. dan
kanaekwenﬁi—kangehwengi v aEng lain v arnd

herhubungan dengan masalah itu. Mizalnya hkenal

barn tarit. Leadaan inflatoly dan sohagainy &.

Kedus, Dalam Eidang Ekhonomla pengelakan
nad ak rerssbut marumak an menvehab stagnasl { bema

sahaan yang bersangkutan ks urtuk
mEnCapal tambahan Garl Eguntunganinya dengan
imlan mengoeslaphkan pad sk BT
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pengaelapan paiak juga menizdi dampak terhadap
langkanys modal, karena Rars wajibk paiak  yang
menyembuny ikan Leuntunganny S terpaksa nerusahs

Leras untuk menutup-nutupinya 2gar jangan sampai

terlihat oleh fishkus { H. Bohari. GH, 1995:119)-

foute

Ketiga, dalam kidang keliwaan / psikologi.

akibat—akibat dari penggelakan pajak!penghinda
ran pajak berpengaruh rerhadap bidang keiiwaan.

HMal ini terbukti gderngan mengelakkan pajak/meng

b

hindari., membiasakan waiibk pajak urntuk  selalu
melanggar Undang—undang apabila ia sampai hati
melakubkan yang déhihian dalam bidang figkal. i&
lambat laun tidak aban segan—sagan herbust Sama

dalam bidang lain. Fengarub  lain bisa terjadi

terhadap kejiwaan waiib pajak, karens Leasdaan—he

.y guos P o - — oo,
derngan adanys et
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1ita5—farmalita5 vang Darys dipenuhl alehnya
sedangkan mengenal bentuhb dari perlawanan iri

adalah yang paling digunakan ialah menqaagalkan

W

'.J
n
]

pemungutan pajak dengan menghalang ~ halangi
ryitaan dengan Cara melenyapkan harang—barand
ang sekiranysa akan dapat disita oleh fiskus,

dengan ialan mengganti suatl DETUE:R ah@aan pribadi

menjadi suatu perseroan. {F. Santosa arotodihar

oW

dic. SHa 194 18D

Ferbuatan vang sering dilakukan pula gdalam

mernggagalkan pemungutan pajaks dengan Cara menga
jukan sanggabhan atan verzet Lepada pengadilan

negeri terhadap perintah pernyitaan hartan atau

b

Lalan tidak dengan ity wajib paijak herupaya

mengaiukan surat keberatan.
Feak=1 1zin  sebagal gejala per lawanan

terhadap pajak adalah dengan adanya Lompensasi

padjak sECARTE reaatif. Dalam hal ind crang Yandg
bersangkutan melempar jauh-jauh Lekiasaan Baik

s & urrtuk melakukan pgkgrja:ﬁ samEingan A&y

mendapatkan pqnnhaexiﬂm-ﬂeugha"lleﬂ rambahan.
Hxl ind dilakubkan cleh waiilb madab mennahadaol
Loansshwansl =8 e R prcqrezzf {maiul dari paiat

pendapatan. wang kRhus
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b,

dari tergesernvysa waiib dalam hracket
{golongsn tarip) pendapatan yand munakin  berada

jauh diatas brachket semulsa. menenpathannya pada
suatu dilema meneruskan baeria sampinganny&
dengan mendapa than sekedar rambahan pendapatan
yvang untuknya herarti harusnya mem mbayvar tambahan
paijak yang tidak sepadan dengan jerih payah
tambahan, ataukah herhenti  dengan pelkeriaan
ZAMPITQANnTTY & - Dzlam alternatif SEmRCEM ini
hiasanya 1a memilih untuk melapashan pekeriaan
tambahan, dengan menqorbankan rathah ekstra.
i

(F. Santoso Brotodihardic SH, 1984 @ 19}

Dari wraian—uralan distasz maka. dapat
diambil kesimpulan hahwa dalam pelaksanaan pemu
pountan pajak yang ada ini. kBhususnya negara kita

ini belum efektif. Sehagalmana Yang diharapkan

o

lek pemerintab dengan Undang-undang Ferpajshan

nva. Sepertl adanya penghindaran terhadap paiak

somrcara yuridis, seseqrand itu

Undang—-undang. fbkan

dipsrgunakannya

e T R 1.
memnbantuny | v tulk




herbhust demikian dikenakan zustn Pukuman. Lainm

o

nva dengan adanya pelanggar an 1z i sk

ot

2=

menagakibathan teriadiny s penyelundupan padak
v RMG sewajarnya mendapatkan Rukuman yang maerat.

Karena dia malanggsy apa Y ang telah ditetaphkan

pada pasal 172 ditentukan hahwa pada dasarnya
setiap wajib pajak waiib membayar pajak vyang

terhutana berdazarkan Eetentuan peraturan

perundang—undangan perpaiakan, de=ngan tidak
mengaantunghkan pada adanysa SkEF. Hzl terzebut

1.
menunjukkan bahwa rilai kepatuhan masvarakat

1]

dalam membayar paiak zebagil Lewadibannya

terhadap NEQar:a, masih burang. Karena

chagaimana kits tetahul dan Lita razskan hahwa

i

antara keinginan Masy

pemerintah itu =ulit dipadukan. Hal itu

mana  Yang dikemukakan oleh seorand ek ornom

diambil suatu




Hukum pajak harus dapat memberikan Jaminan
hukum yang perlu urtuk menvatakan Leadilan Y an$o
tegas. pail untuk nEdara maupun argany . Oleh
Larena itu pajak di magara hukum Rarus ditstaphkan
dalam Undang-undang. Dengan kabtsa lain hubkum pajak

hiarus dapat memberikan jaminan Rukum magl

tercapalnya Leadilan, dan jaminan itu diberikan
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kepada pihak~pihak
pamungutan pajak . yaitu pihak waiib pajak dan pihak
fiskus.
L.
Fajak vand dipungut herdasarkan Undano-undang
demikian pula penyusunanny a perlu memperhatika
beheraps persyaratan.

Dalamranogka untuk mencapai tujuan dipungutnya&
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pengerti
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ceadilan terssbut zangat relatif

3

v and tergantung mada tempat, waktu dan idioclogl
apa ¥Yang adil untuk masvarakat Indonesia  belum
tentu adil menurut masvarakat lainnya. Oalam
mencari headilan. calah satu  Jalan  yang maRrus
ditempuh ialah mengusahakan SLEAY & pemungutan
pajak dizelenggarakan s8Cara umum dan meratas
yvaitu bahwa pamungan pajak harus diselengdsa
rakan sedemikan FUDE. sehingasa dapat dipercleh
tekanan  yang o Bama atas =eluruh rakyat. Dan

peadilan  ini disehbut dengan S8B&E pemungutan

—h..

padak menurut atsafah hukum atau svatrat
Leadilan. (Drs. S, Munawis, 1997 @ 83

Keadilan ssbagaimansa dissbutkan diatas mem
puny ai arti yanags zangat relatif, oleh karsns

itu  untuk menyatakan Leadilan

£

dengan kats 1zin  menurniukian

nEgara MAaupun

soara hubkum

undang. Dengan kats

i

memberikan

idi
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paiak, vaitu pifnak wajib dan pihak fTiskus.
gentul dari jaminan yang harus diberikan  kepads
waiibk pala antara lzan cebagalilmans v ENG

dizebutkan pada pasal 11 avat 3 UU Mo.TF bahun
1994, vaxitu apabila pengembalian belebihan pemba
vAIAN paiak dilakukan setelah jangka waktu satu
bulan,. pemerintah memberikan bungan 2 0% szbulan
atas teterlambatan pembay aran Lelebihan
pembay &1 an pajak. Selain itu juga pada paszal 25

T

me dan 27 WU Ne.? tahun 1994 tentang keberatan

darm banding. Fasal 34
Uy Mo.9  ttahun 1994, hahwa : "Sgtiap
at dilarang memberitahukan kepadsa mihak
1a: vang tak berhak segala smsuatu yvang dikets
hui atau diberitahubkanny® Lepadanva oleh wajib
pajak dalam rgnqka Jabat:n atau pekerjasannya
urntuk menjalankan Letentuan peratUran perundang-
undangan perpalaks & 1ai  saksi atau
sakei ahli dalam

undang—-undang

dapat - laksans gErgan aik dan menghindari
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1 44 ayat 1 UU ML 9 abun 1994, babwa

Fazs

m
m

npmijabhat pegawal negeri sipil tertentu  dilinghu
rngan Direktorat Jenderal Fajak diberi wewsaenang
Lhusus sebagail peEnyl idik untuk melakukan penyidi
Lap tindak pidana di bidang perpajakan,
cehagliamana dimaksud dalam Undang-—undang I
Tahkun 1781 tenang pukum ACETS Fidana."

£
=
£
.

Menurut Adam Smith dalam bukunys Thealth

af Mations” sehagal &Ea&%s pemungutan pajak
supaya peraturan pajak it agdil  harus memenuhi
empat syarat, vaitu =

a. Fguality {hEsamasn) . mengandung arti babhwa

Leadaan vang Eama atau orang yang herada

dalam kesdasan yang sSamns Farus dikenakan paiak

b, Convenince af payvmend . pajak harus gipungut
pada saat yang tepat, vaitu pada saat wajiib
paiak mEmpLUny & wang atau mEner1ma
penghasilan. Karena tidak samua wajib paial
mempunyai =zat vang convinience yang SERME
lenih mudah mambayar mpajak pada mEnerins
gaddoa wpah atau e O AR R LT .
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maka beban ter
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mengandung arti yang ganda atau memberikan

peluang untuk ditafsirkan lain baik mengenal
subyek, chyek, besarnya paiak yvang dikenakan
dan mengenai waktu membsy arny &a.

Feonomics of collection atau pertalian dengan
piavae PpemunQuisan, hiava pemunguban harus

relatif kecil dibandinghkan dengan uwang pajak

vang mazuk.

Karena paliak merupakan beban bagi svat,

ehut harus ditetapkan secara

i

zdil. Dalam sistem pemerintahan yang demokratis

di

Indonesia keadilan tersebut dapat dicapail

jika pajak itw dizetuiuai oleh rakyanys melalud

(=%

hukum  bagi  rakvatb sehingga pemerintahb tids

dapat tertindak

[}
5]
3
i3
3
i

at dengan undang—un

can Lepaztian

-

A WENANG terhadap




menghitung S ndiri paisknya dengan Card mengisl
surat pemberitahuan {8FT) zecara Jjuiur sssuali

dengan kenyataan. Dan apablla ma=ih terijadi juga
tindakan tersebut maka, sebagaimana dalam Undang
— undang No. & ahun 198% memberikan Lesempatan
Lepada wajib pajak yang ridak puas untuk mengadu
kepada pihak ataean yang herwenang me ngenal pene

tapan pajak yang dirasakan kuirang adil. (H. Boha
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Tidak Mengganggi Perebonomian (SYa rat ekonomil

Feseimbangan dalam Lehidupan ekonami tidak
thnleh terganggil Larena adanva pemungutan pajak.
Hahkan harus tetap dipupuk olehnya sesual dengan

fungesi kedus dari pemungutan pajak vaitu fungsil

menga Dleh karenanysa Lehijaksanaan pamungutan
pajak harus divsahakan supaysa ridak menghambat
lancarnya perehonomian, bait dalam hidang

produksi maupun perdagangan darn  Jangan sampai

merugikan kepentingan Wmum dan menghalang-ha
1angi usaha z dalam menuliud Lehahagliaan.
{(Drs. Plunawly ., 17 1 13D

Dikarapkan denagan adaNY & vang
¥
sehagal mengatur terssbut, palilak dagat dipakail
urrbuk 1kt O ALY i dxlam




4.

Lehidupan perekoncmlan NeEgara. sehinggs dapat
merubah SURELNan pendapaan dan Lekayaan
masyvarakat, ridak ssbaliknya Larena  lapangan
pemungutan pajak itu adalah meliputl lapangan

perelkonomian digsamping jugsa meliputi selurub
lapangan hidup masyarakal.

Jadi dapat digimpulkan bahwa dengan adanys
pemungutan pajak terhadap Ses20ang. maka oarang
itu jatuh melarat. Atau dengan Lata lain  dengan

adanya pungutan paiak menggangau kehidupan

ekonomi dari wajiib pajak. karena hal itu  selain

=

akan membawa dampak terhadap waiib paiak sendiri

juga merupakan Lerugian bagli negars.

pemungutan paljak harus eFfrFfIzIlen (svarat fimansi-—

11).

Maksudnya adalah bahwa biava v ang
dikeluarkan untuk pemungutan!penetapan pajak
rendaknya lebih Leeril dari padsa uang YA masuk
Las negara/dasral. Azas Tinansiil ini  sudah

diterapkan dalam undang-undang Faiak Masional

aleh undang—undang




A

Oari penjelasan diatas mabka dapat diambil

suztu pengertian bahwa syarat finansiil ituw
dalam usaha menghemat biaya pengeluaran
{ekonomis) . Dan  hal it peritentangan dengan
prinsip yang sda dalam pajak habwa kepada wajib
pajak harus ndibmerikan pelayanan vang bBaik"” agar
im senang membkayar paijak.
siztem Pemungutan Pajak harus Rederhanas
Sehagsimans disebutkan trahwa urtuk
mancapal efisiensi pemungutan pajak serta urituk
memudahkan wWarga masyarakat urtuk menghitung dan
memperhitungkan gajaknya, maka perlo diadakan

penyederhanaan cistem perpajakan yang meliputi

]

kemnudahan didalam mendapatkan pelayanan

mn

pembay &1 an pajak. ietem pajiak yang mErangsang
rumbuhny a Legairahan membray arr paiak, harus

mangandung ampehk Lemudahan. Dengan memberikan

L

p=l

i

W RITAR

o]

vang baik rermasuk  adanya nenyederha

-~
HL

rE&An dalamperpalakan reresbut dapat meningkathkan

Lesadairan masyarakat untuk mambayar pajak

wngutan madak

Al agar punguian pajak yang diambil

wajih pajak dan bermanfaat mag toercapainy &
fuiuan rasionsl calmm  WUD TAG




adalah 3

el indungl z@qenap bangsa Indonssia dan
cseluruh  tumpah darah Iindonssia, Eerta nn+nk
memajukan Lesejahteraan ce

Lehidupan bangsas dan
retertiban  dunia  vang al=1a
= 1

abadi dan headilan
merncapai cits—citta hang

rakat adil dan  makmur material
darn spiritual berdasarkan {Salamun

AT, 1989 : 54)

C. Tatacara Femungutan Fajak

R

Latar RBelakang diberlakukannya Sistem Menghitung
Fajak Sendiri (Self Azsessment) .

Sajak  marupakan calah satu cara untuk
memperoleh atau merngoali pendapatan pada  suatu

1.

negara desngan Lata lain =esbagail sumber kas

negara. Dimana pajak diambil urtuk  digunakan
sehagai fungsinya, sepe i ountul membiayai  para
peEgaWEl . urtul  biava pembangunan jalan  untuk

Lepentingan UMM, dalam rangka untuk mencapal

tujuan nasional Indonesia. Sebagail

dalam Fembukaan Undang-undang Dasar 194% zebagal

M ] Anciungl SEQeT
tumpahn darah Indon

LUTILALTY 4 mEncerdas!
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pembangunan tersebut. Dalam artian bahwa

dalam masyarakat terjadi perubahan zosial yang
dikendalikan.

Ferubahan sosial  Yang dikendalikarn 1tu
diharapkan tidak hanva mencapai tingkat anggota
masyarakat. Froses, dalam mana tiap anggots
masyarakat mengalami perubahan  vang mendasar
dari cara hidup tradisicnal menuiu Lepada vang
lebih baik, yang lehih teratur, Yang tehnologis
darn  mental lekih majuw  yang dizebut dengan

modernisasi (Drs. Talziduhu Mdraka, 1288 « 11},

fod
o
las
a1
i

Dari uralas di maka dapat dimengerti
bahwa dengan dipungutnysa pajak it urituk
mencapai tujuan nasional, yaitu dipergunakan

untul kesejahteraan zaluruh rakyat di

!]J
it

ampng JUga

aparat pemerintah itu se ndlrl. Dengan kata lain

azas adil dan merata tetap diterapkan. Seperti

Vv &g terkandung pads Garie—garis RBesar Haluan

pMegara (GEHM, vetetapan MFR Momor TY/MPRALFTEY

dizmana dinvatakan babwa 2

"Berdasarkan pokok pikiran bahwa
pembangunan rasional adalah pembangunan
Indonesia ssutubnya dan pembangunan
S - 1 = < R = ]
masvarakat Indoneslas maka .ees’
'
Dan ringkat reherhasilan
rujuan nasional toroebut ftergantung RRoS tinghkat
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Lemampuan pemerintah sehagsl penvelangaars
pEmbangunan. L& erna statusnya S8Dagal pelaksana
maka diharapkan hizma efektif dan efesian.
Efektif bsrarti mencapal SHEATAN . efeslan

nerarti dengan input tortentil, tetapi apabils

dz

i

tam pelak

m

:U

anasannya simpand ziur, tidak sorasli

tidak terpadu. tidak =saling merun i ang maka
ascara otomatis usaha tersebut akanme ~iadi tidak
efektif dan atau tidak sfesien.

vedudukan dan peranan pemerintah dalam

pembanQunan nas cicnal di  Indonesias gitetapkan

dalam kKetet:

apan MPR Momor IV AMPRSLFT7E tentang
GEHM, pazal 4 Letetapan ity herbunyi
"Menugashkan kepada epublik Indonesa

o
5
]
i
ipl $
Y
]
3
m

&
swaratan  Rakyat

atau mandataris Majelis Y

untuk mengemban dan mzl ka betetapan itu
dengan baglan Leteltapan 7 hErupas Garis—garis
Gesar Haluan MNegara i dengan bunyi dan

&
makna sumpah jabatannya.”
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adalah

= =
an pemungutan caiak 1Nl mal
mengensi siztem &tau

cara yand digunakan dalam rangksa mencap ral bujuan
nembangunan nazional yang efektif, dan ziztem
v andg membuat seaka- akan rakyat ity mErasa Sssnang
untuk melakukan Lewxjihanny&. Hal itu tergantung
pada aparatnya.

Melihat dari

di Indonesia, mulai dari zaman =ohelum merdeka
{Hindia Belands) sampal sekarang ini peraturan
mengenal pajak s&lalu mengalami perubahan dalam
ranghka mencari KesSsEmpurTiaa« termasub mengensa
tata cara dalam pemungutan pajak.

Meskipun demikian. LD&y & telah dilahky

an untuk

—undangan

menqubah berbagai

e

p

roajakan terssbut,

SECara fundamental tuntutan
tentang pErlunysa =€ nwr«ng!sf
—prdangan perpajakan SECAra
parundang - —undanoan Yy ang
Fancasila dan Lo

rmruang hetentusn

peraturan parundang

hzlumlah meniawab
darn kebutuhan rakvat
pEraturan merundang
mendasar. CTeraturan

4%, vang didalamnya
miung rimggi  hab
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maf ana per an corta rakvat dalam nidana
Lenegaraanny & telah tertuang jmlas sebaads amanat
rakvat seperti tersurat dan tersirat dan GEHM

yang antara lain berbunyi =

J?t. perpalakan teErus disempurnaka.
pEmnung utan pajak diintensifkan dan aparat perpa
Jaﬂdn marusz  makin  mampu dan hersih. " {Dre.

gsudarsona SH, 1994 @ 9}
Kenvataan yang sda bahbwa sistem pe erpajaka

vang ada pada saat itu  menunjukkan adany

e

perbedaan yang sangat jauh eokali, mulal dayr
falsafah vang malatar helakangi munculnyas Undang
—undang itu. kKarena zistem perpaiakan vang ad
merupakan peninggalan dari kolonial Belanda.
maka SECara otomatis helumlabh  bhisa memernuhi
fungsinvya sehagal sSarana v ang dapat menuniang

cita—cita hangssa dan pembangunan nasicnal yang

dilaksanakan sekarand ini apabils masih Lerus

dengan masa itu.
Berntubk dari peraturan —peratran pEninggsa

ian kolonial, antara laim z

1., Ordonasi Fajak Ferseroan 1925 {Siaafﬁblad
tahun 1925 Mmoo ZL9: szhagsaimans

Updang—undang Mo a0 thabhun

+
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pembuatan dan tambahan ordonasli Fajak
Fersoroan 1920 {(Lembaran DEQars tabun 15
Momor 4%, Tambahan lembar negara Momor 2400 .

2. Ordonasi pajak pendapatan 19744 Momoirr {Btaats
blad Tahun 1944 Momor 17) .

7. Undang-undang MNomor 10 Tahun 1970 Tentang
perubahan gan neny empuirnaan tata Cara
pemungutan pajak pendapatan 1744, pajak
kekayaan 1932 darnn  pajiak pErSEr O 1935
{lLembaran nagara tahun 1947 Moamor 182,
rambahan lembaran negars Momor

4, Undang — undaﬁg Mamor 10 tahun 1970 tentang

D

walti 1%

L
&
]
-
A
~l

ko oatas bungas divedsn

o]

mad

i

{l.embaran negaira tahun 1970 Momor 4

a
tambhabhan lembaran Degars Moamor Z942). {(Dr=s.

rinjau dari segl Loetatanegar s landasan

pemik Lyan,

dalam alam SAn ini. Kalaw pada
Eelomial dula S ES AT ED mEmun QU Tan [w = =
=gmata - mata Aditujukan bl
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g dijiwal cle

alzm kemerdekas

guDn ‘4%, pemungutan

atas bkewajiban Lenegsiraan dan rar+151gssi
anagotsa masvarakat dalam memenuhl Leperluan

pengelalahan negara dan paembangunan nasional,
QUi A tercapainy & Leadilsn sosial dan Lemakmuran

vang merata, baik epirituil mawpun materiil.

Memastubki alam
Eroklamasi 17 Agustus 124%, terhadap herbagal
pe &t & EEFUHG&HQ“UHdaﬁQEH dikhidang perpaiakan

tzlah dilakubkan perubahan r, tambahan dan penyesual

i

an terhadap keadaan dan  tuntutan

suatu negara yang trelah memperoleh

1% &8 e

Mamrn pkrztahan~neruhahaﬁ tersebut  dimas

il

1alu lebih bersifat marsial, ssdanghkan perubahan
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vang terhutang dan

m
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f

menvetorkannya SECa7& terkala  hepadsa kas

regara tanpa Campur rangan aparatur pajak.

. Dalam tata cara ini maka sistem ketetapan

cementara vang banyak dirasakan kebsratannya
cleh

e e

penelitian atas




nlah  kepalsa Inspeksi  Fa

it

menghitund. memunout .

pajakorang lain tersebut pada

v arng abhirny & terhutang . Dengan

adalah MFS yang gilak

Mzlihat realita

Linania

antara MPO dan FEs dtu

cistem MFO meru cara pelenghap dari

MG . Fada tabhun

7

1.
dlperhltungkan camua  pemba

s

dengan paiak—pa
{(Dirs. B.Usman, k

Tadi mulail
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Undang-undang

berasal dari raiak

Hipdia belanda imni herlala menitik bera

pubkum barat dan cedikit sekali halaw tidak dapat

tentuarn Hubum
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tahun 1724 derngan

= Y & Undang-undang baru jakan
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nel) Wajib paiak waiib mengizi dan menyampalikan
zurat Qemb’rtahuan dengan DEMAN. lengkaps
jelas dan mEHaﬁddwnﬂﬂn*lﬂ

{21 Dalam hal wajibh paiak adalah hadan. surat
pemberitabuan harus ditandatangani cleh

penqurus atau direks

{31 Dalam surat Fwnnerltahuan diisi dan ditands
tangani oleh arang 1ai i i
harus dilampiri zurat

Huassa EDUSLE.

{43 Fpnq1=1aﬂ surat pe emberitahuan tahunan pajat
penghasilan olel wailb padak v ang waliilb
m@la?u!an Dﬁmbuiumr harus dlenghkapl dengan
laporan Leuangan berupa nEracs dan
perhltunuan Fugli laba zerta keterangan™ ~keta
FEMIG AT lain v aNg diperlukan urtuk

quhltunq hesarnysa penghagilan kLena
et

jauh bils dibandingkan dengan perpaiakan

obvek paiak. Segala hak dan bewajbannys ditetap

an oleh aparatur perpajakan. Wajib pajiak dalam

darn tidak bhebas. demiikian

zehaliknya pajabat parpajakan tampak lebih
supsErioy {herkuasa) dari pada waiil  paliak itu
sondiri. (Drs. ADLD Wwidiajia Tunggal, 199E 1 430

Nalam peraturan pEY undang-undangan oErEa




remerataan dalan
Lepastlan pubkum,  menutu perngaelapan

pajak dan penya wEwsnang certs  mendo

rong  kegiatan Bismis. L amidi g

Dari
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o ) e, ., 2eve, -
=ASTEm peErpal

Indonesia antara lain

1. Meningkathkan penEr Lmaan

=, Femeratad pendapatan

= Menghapushkan siistem 17
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kat. Untuk meningka , pEnerimaan negara terut
ma dari sumber dilua i =
perpajakan harus diaem

diintensifkan, &pa
makin mampu dan her

Cemuany & itu
negara danmasy arana
her—-sumbe

dari sumoe
pembagia b
tETQﬁﬁddD vbar tin

3

atan rendabh makin ses Lal d@ﬁqmﬁ rasza keadilan
maeymrd}at, mendorong pemeratasn pembhanQuirn an dan

memban tu terlak pala hidup ssderhand.
v aEng sangat penting urtuk memperkokoh zolidari
tas sosial. Disamping itu ciztem perpaijakan
harus memurnighkinkan peman*aafﬁn sumber—sumber
alam sSgCaima optimal, mendorang eksporr dan
mengembanghkan kegistan ekonomi pada LUMLUTY & -

Seqala pajak harus didasarkan
DQFUﬁdmﬂﬂ“UﬂdﬂﬂQﬂM." {S=la

Untuk mencapail rujuan—tujuan na ity

mistem perpajakan terus pEny enprnasan

dari raburn ke tahun sampal dengan adanva
Undang—undang Momor 0 otahun 1594,
Akan tetapi zehelumny & kita per iy

Macam—macamn Tatacara Femungutan Fajak Masional

i s 1. o
FLAE LT
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menagambil kekayaan

Lembali hepada masyar: dennan  meliputl Las

negara sehinggsa ia meruparan Bagian dari hukum

antara negara dan

orang-oirang atau hadan—badan hukar v ARG

&

herkewaiiban memnbayar padak {zelanjutnya dizebut

waiib pajakl}.

purigutaEn VARG

diambil oleh pemarintat dari keseluwruhan  or

[H]

]

fin}

atzmuw badan untuk Leperluan NEQAIS. maka dalam
pelaksanaanny & Rarus dilakukan zsedemibkian  TUpR&.
S ar sesual dengsn tujuan yang akan dicapai

khususnya untuk mencapali suatu keadilan.

csotem pajak adalah zungguh ridal mudah, sebab
suatu sistem pajak. dalam arti SUusUNan jenis—

jenis pajak vang herlaku didalam

zalalu tumbuh Larena




mimnat untuk membayvar padak

sepertli vang kita bketahui segkarang, hahwa

kebanvakan dalam suatu kegiastan pemungutan pajak

mengalamli hkegagalan dikarenakan aturan R-talul

L
1

diberlakukan =sangat berbelit-belit, sehingas

mambuat orang-orang wajib pajak malas untuk meme
nwhi kewajibannva. Selain itu, vang lebhih  lacgi
adalah karena aparat—aparat juga tidak maengeta

hui dengan jelas tatacara vang telah ditentubkan

dalam farmat-—-format

mEmbantu  tercapainvas

vy

ahwa pungutan pajak

atau memperbaiki tingkat bezsjahteraan
masyarakat luas, sehingga pemungutan  paiask ity

penginsatan belaka.

pemnungutan

awal mulanva

Sistem Femungutan Fajak
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c. Ataz ketetapan

tidak dapat mengaju beberatan o

dengan

memberkan peruand, ; i dari

ment

pajak

zan) ketetapan pajak sementara. Fenundaan




dalam hal waijib  paiak

secara tepal.

f. Fara wajib

paiak bilamana kepada mereka tel

YA

T

in

a,

edang

b

memiliki

memungkin
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44 dan  juga

4 Boleh menvimpang  dari

cetetapan sementara

ey

banvaknva waiib pajak vyang terdaftar galam
administrasi pargajakan tergantung pada

beaktifan aparatur  perpaiak
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bits atur di b LYo {Balamun AT .
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menvebabkblkan herkburangnya Lepatubhan waiib

paiak untulk membayar Lowaiiban berups e 3 ek .
T r ¥ B

Selain itu dalam perundang-undangan

permasalahan dan

i
e
i1l
e
L1

1. Feraturan—peraturan padak WETIG

ragam menimbulkan kesan membingungkan  dan




4, Terdapat bermacam—maian tarift paiak  bailk

untul peErorangan maupun pe

dalam pajak penjualan.
tarif khusus untuk  koperasi paerusahasn
W ARNG go-public dar perusabiaan v aNg

diperikza akuntan publibk, vang menimbulkan

persaingan yang kurang sehat.

n

. Walaupun struktur rarif dalam sisztem lama
sudxh  cukup  progresif tetapi tingginvya

tarif—-tarif tersebut menimbulkan

0

rangsangan urntuk menghind

- 1 paiak

resivitas

. . -
melalui berbagazl CEFr&s Frao

il

tersebut pada akhirnysa  tidak berialan
Larena diberikannya berbagail pembebazan
atas bermacam-macam penghasilan.

&. Tata cara pemungutan pajak merhelit-helit.

{Szlamun AT, 19879 ¢ I1}

mahan vang terdapat pada &

maka dalam

oo b s, - S 3 3 oy s -,

ghonomi dan politid e diadakan
mombmbaruan {7 St damst mEncan + dari
pEmlanaTial atia OsEpaT mEncabiats o 3 enim 3
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Mulai tahun 1968 sampai dengan tabun 1983

diterapkan semi Self pfesesement dan

Witholding System.

Semi self zy=tem adalah
zuaty sistem peEmunguian padak dimana

wmeEwenang untuk mernentukan beEsarnva palak yand

terhutang oleh =se

o ang herada

mihak vaitu pembay
¥ ¥

pemungut pajak / fis

o)

pada awal tahun padak

herdas

menyvetor pajak
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Sehbagaimana Y &g tel

dalam Undang-undang Mo. 8 tahun 1247, vang

menqubah dan menvempurnakan tatacars

pemnungutan pajak pendapatan tahun 1944, pajak.

bekavaan tabhun 1932 dan pajask perseroan tahun
¥ +
722 dengan  tata cara MF3  dan MFO vang

pelaksanaannya diastur dalam fulcy

pemerintah MNomor 11 tahun 1747.
Sistem pemungutan MPS-MFO ity bukan

merupakan suatu

merupakan tata cara

maktsud mengadabkan peqmunqutan vang intensif




zediri melak

ingi ssdang
biaru
pajak vang terhutang untuhk
1, charn Fal irmni dikaitkan
dengan kegiatan dalam suatu massa
== -
c. MPS zkhir {(tahun) adalah MFS

Larena paljak

o
o

{sasaran)

menurut ordomnansi

d. Fajak vang telah

=
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pajak. Hal ini mengingat dan menvadari akan

burang  tebalnva

masvarakat. Oleh bkarsna  itu periu

zesearang atauw badan vang membaniunvya.

MRS adalah singkatan dari  Menghitung

Fajak Sendiri vang dalam  hsl ind mengandung
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ahitung

sendirii pajasknyvas kemudian ke
Las negara dan sesudah ita melaporkan ke
Fantor Inspeksi Pajak. {Dre=. B. Llsmar Ka

Subroto SH, 17980 3 101)

un berialan ini akan dipsrhiitungkan

ma g ak

dengarn jumlah

setelah tahun paiak besrabhic
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antara waktu pembays

Lemampuan meq
dibubungkan dengan keadaan likuidasi. Hal

ini mengakibatkan ms
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sgara dan/s

ditunjuk Direbktur

targetnva. Lebih-

pEmbaay s an naEdak melaluld MFES ind

luruhnya dserahkan pada  indisiatif wajib

tanpa  adanva CENGaWasan

lain. Oleh karena itu untuk  mengan

ungkinan tersebut
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mEmula

untul memudal

derngan
pada saat ia mempunyal wang.
Mulai tahun 1984 sampai dengan sekarang
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